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2.1 KAJIAN TEORI  
2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 
Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau 
agency theory. Agency theory adalah teori yang muncul karena adanya konflik 
kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, (1976) dalam 
Astuti dan Aryani, 2016). Agency theory menjelaskan hubungan antara 
prinsipal yaitu pemegang saham dan agen yaitu manajemen perusahaan. 
Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional 
perusahaan, dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk 
kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh 
pihak manajemen. (Shapiro (2005) dalam Brian & Martani (2014) dalam 
Astuti dan Aryani, 2016). 
Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki 
perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas 
yang dibebankan kepadanya. Pemegang saham tentunya berharap manajemen 
dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan 
pemegang saham, namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak 
sesuai dengan kepentingan manajemen karena manajemen pasti memiliki 
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kepentingan pribadi (Shapiro (2005) dalam Brian & Martani (2014) dalam 
Astuti dan Aryani, 2016).  
Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (lebih-lebih untuk 
yang telah terdaftar di pasar modal), seringkali terjadi pemisahan antara 
pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai agent) dengan 
pemilik perusahaan (atau pemegang saham, disebut juga sebagai principal). Di 
samping itu, utuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), 
tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya, 
apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) 
yang telah disetorkan oleh para pemilk perusahaan mungkin sekali akan 
hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik tidak akan diikut sertakan untuk 
menutup kerugian tersebut. Dengan demikian memungkinkan munculnya 
masalah-masalah keagenan (agency problem). (Nurpadila, 2016) 
Masalah keagenan (agency problem) muncul dalam dua bentuk, yaitu 
antara pemilik perusahaan (principals) dengan pihak manajemen (agent), dan 
antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif 
pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil 
untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan, hanya benar 
apabila pengambil keputusan keuangan (agent) memang mengambil 
keputusan dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan 
(Husnan dan Pudjiastuti, (2012) dalam Nurpadila, 2016) 
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Problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham (pemilik 
perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki 
saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tertentu menginginkan 
manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang 
saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk 
memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan 
kemakmuran mereka sendiri. Terjadilah conflict of interest. Untuk 
meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan 
pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut 
agency cost yang meliputi antara lain: pengeluaran untuk memonitor kegiatan-
kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang 
meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta 
oportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera 
mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Atmaja, (2008) 
dalam Nurpadila 2016). 
Pada perusahaan dengan struktur modal dan pendanaan yang 
sederhana, manajemen perusahaan akan berperan sebagai pemegang 
kepemilikan tunggal sehingga tidak menimbulkan masalah agensi di dalam 
perusahaan (Jensen & Meckling (1976) dalam Astuti dan Aryani, 2016). 
Namun, pada perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya pada 
publik, secara otomatis akan terjadi masalah agensi di dalam perusahaan. 
Teori agensi ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan 
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agen. Prinsipal menginginkan pembagian laba yang besar dan sesuai kondisi 
yang sebenarnya. Sedangkan agen menginginkan pembagian bonus yang 
besar dari pihak prinsipal karena telah bekerja dengan baik. Hal ini memicu 
adanya ketidaksesuaian keadaan sebenarnya dengan yang diinginkan. (Astuti 
dan Aryani, 2016). 
Adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal 
dapat menimbulkan konflik kepentingan (agency theory) bagi manajer dalam 
melaporkan aktivitas/kinerja perusahaan. Manajer (agent) akan melaporkan 
laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka 
mendapatkan kompensasi (bonus), atau terkait peraturan-peraturan dengan 
kontrak hutang (debt convenant). Dalam teori keagenan, perencanaan pajak 
dapat memfasilitasi managerial rent extraction yaitu pembenaran atas perilaku 
oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan 
sumber daya yang tidak sesuai (Desai & Dharmapala (2009) dalam Astuti dan 
Aryani 2016). Aktivitas perencanaan dapat dilakukan dengan melalui tax 
avoidance yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit 
(Hanlon (2010) dalam Astuti dan Aryani, 2016). Aktivitas perencanaan pajak 
(tax avoidance) memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan 
aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang menyesatkan 
investor atau manajer kurang transparan dalam menjalankan operasional 




2.1.2 Pengertian Pajak  
Menurut Adriani (1991) dalam Idris (2014) pajak adalah iuran kepada 
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 
langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan 
pemerintah. (Idris, 2014 : 6) 
Menurut Soemitro (1990) dalam Idris (2014) pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan 
tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan 
dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki empat 
unsur, yaitu : (Idris, 2014 : 7) 
1) Iuran rakyat kepada Negara 
2) Berdasarkan undang-Undang 
3) Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) 
4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
2.1.3 Jenis-jenis Pajak  
Jenis-jenis pajak dikelompokan kedalam 3 bagian: (Halim,dkk,2014:5) 
a. Pajak menurut golongannya 
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1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh 
wajib pajk dan pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada 
pihak lain. Contohnya pajak penghasilan  
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembenanya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahn nilai 
b. Pajak menurut sifatnya  
1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya dan selanjtnya dicari syarat objectivenya, dalam arti 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak 
penghsilan   
2) Pajak objektif, pajak berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan 
keadaan wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai.   
c. Pajak menurut lembaga pemungutnya   
1) Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk mebiayai rumah tangga Negara, comtohmya 
pajak penghasialn, pajak pertambahan nilai, dan pajak atas barang 
mewah.  
2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 




2.1.4 Tarif Pajak  
Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk 
menghitung pajak atau jumlah pajka terutang, terdapat empat macam tarif 
pajak, yaitu : (Halim,dkk,2014:8) 
a. Tarif tetap,  
Tarif tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun 
yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besar pajak yang terutang 
tetap.   
b. Tarif sebanding (Proporsional) 
Tarif sebanding (Proporsional) yaitu tariff dengan persentase tetap 
berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak dan pajak yang 
harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan 
jumlah yang akan dikenakan. Jika jumlah dasar pengenaan pajak semakin 
besar dengan tariff persentase tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak 
menjadi lebih besar. 
c. Tarif Progresif 
Tarif Progresif yaitu tariff dengan persentase yang semakin 
meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak 
meningkat. Contohnya tariff pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam 
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negeri. Dilihat dari kenaikan tariff, tariff progresif dibagi menjadi 
beberapa tariff yaitu : 
1) Tariff progresif progresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya 
semakin besar 
2) Tariff progresif tetap, yaitu kenaikan persentase pajaknya tetap 
3) Tariff progresif degresif, yaitu kenaikan persentase pajaknya 
semakin menurun.   
d. Tarif Degresif (menurun) 
Tarif Degresif (menurun), yaitu tarif dengan persentase yang 
semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya 
meningkat.  
2.1.5 System Pemungutan Pajak 
a. Official Assessment System, adalah suatu system pemungutan yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu : 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus 
2) Wajib pajak bersifat pasif 




b. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : 
1) Wewenang untuk menenbesarnya pajak terutang ada pada wajib 
pajak sendiri 
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak terutang  
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 
c. With Holding System, adalah suatu system pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fikus bukan juga wajib 
pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
(Idris, 2014 : 21)   
Beberapa metode yang digunakan untuk mempresentasikan tarif pajak 
adalah 
a. Tarif pajak statutory (statutory tax rate), yaitu tarif pajak yang 
ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu, 
b. Tarif pajak rata-rata (Average Tax rate), yaitu rasio antara jumlah 
pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenaan 
pajak (laba kena pajak), 
c. Tarif pajak marjinal (marjinal tax rate), yaitu tarif pajak yang 
berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak 
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marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang 
pajak dan perbedaan laba kena pajak. 
d. Tarif pajak efektif (TPE), yaitu tarif aktual yang sebenarnya 
berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif 
berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. 
2.1.6 Penghindaran pajak 
Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu upaya 
manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkannya melalui 
penerapan manajemen pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah 
perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengancara mengecilkan objek 
pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Halim, dkk, 2014:8) 
Menurut Robert H.Anderson penghindaran pajak adalah cara 
menguarangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan 
pajak. (zain, 2008:50) 
Menurut Rego (2003) dalam Santoso 2014, penghindaran pajak 
sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi 
pajak penghasilan yang dibayarkan.  
Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah tax evasion 
atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran 
pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan 
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perpajakan. Menurut Prebble dan Prebble (2012) dalam Santoso 2014 
perbedaan tax avoidance dan tax evasion adalah bahwa tax evasion adalah 
ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan 
pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tax avoidance 
merupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu tindakan mengambil 
keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk 
mengurangi kewajiban pajak. 
Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang 
dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan tekhnik yang 
digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat 
dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk 
memperkecil jumlah pajak terhutang (Pohan, (2011) dalam Santoso 2014) 
Jadi dilihat dari pengertian-pengertian diatas dapat diartikan 
penghindaran pajak pada intinya adalah adalah suatu tindakan yang untuk 
menghindari pajak secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perpajakan agar berkurang jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan oleh 
wajib pajak. 
2.1.7 Penerapan Corporate Governance  
Definisi corporate governance menurut Organzation for economic 
Cooperation and Development (OECD, 2004) dalam Santoso (2014) yang 
mendefinisikannya sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan 
26 
 
mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate Governance mengatur 
pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap 
suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, 
dan semua anggota stakeholders non pemegang saham. Menurut The 
Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dalam Santoso (2014), 
konsep Good Corporate Governance (GCG) dapat didefinisikan sebagai 
serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu 
perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para 
pemangku kepentingan (shareholders). 
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2004) 
dalam Santoso (2014) corporate governance adalah seperangkat peraturan 
yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak 
kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan 
ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau 
dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan 
hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah 
kinerja perusahaan (Haruman, (2008) didalam Maharani dan Ketut 2014).  
Jadi dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa corporate 
governance adalah suatu system atau seperangkat system yang mengatur 
hubungan antara, dewan komisaris, dewan direksi, dan partisipan perusahaan 
laiannya untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan  
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Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak 
membuktikan bahwa corporate governance belum sepenuhnya dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.(Maharani dan Ketut 2014) Proksi 
dari corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kepemilikan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi dan persentase 
komisaris independent. 
Penerapan corporate governance bertujuan untuk meminimumkan 
konflik keagenan. Dalam penelitian ini konflik tersebut terjadi terhadap 
kepentingan laba perusahaan antara fiskus (pemungut pajak) dengan pembayar 
pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan yang 
sebesar besarnya dari pemungutan pajak sementara dari pihak manajemen 
berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang signifikan 
dengan beban pajak yang rendah. 2 sudut pandang berbeda inilah yang 
menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak 
manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (prakoso (2014) dalam 
Nurpadila (2016)) 
Penerapan corporate governance dalam menentukan kebijakan 
perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan 
pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan 
didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan 
tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan 
dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan 
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perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko 
yang kecil.(Darmawan dan I Made, 2014)  
Menurut komite nasional kebijakan governance ( KNKG ) dalam 
Nurpadila (2016) prinsip-prinsip good corporation governance adalah : 
a. Transaparansi ( Transparancy ) 
Untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan bisnis 
perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan 
relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 
pemangku kepentingan 
b. Akuntabilitas ( accountability ) 
Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 
Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk 
mencapai kinerja yang berkesinambungan 
c. Responsibilitas ( Responsibility ) 
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan 
serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 
lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha 
dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good 
corporate citizen. 
d. Indenpendsi ( indenpedency ) 
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Untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus 
dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi 
oleh pihak lain 
e. Kewajaran dan kesetaraan ( fairness )  
Dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan harus 
senantiasa mementingkan pemegang saham dan pemangku 
pemegang lainnya berdasarkan azaz kewajaran dan kesetaraan 
OECD dalam Santoso (2014)menyebutkan bahwa kerangka 
corporate governance harus memastikan petunjuk strategis dari 
perusahaan, efektivitas pengawasan terhadap manajemen oleh 
anggota dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan 
shareholders. Bhagat and Bolton (2008) dalam Santoso (2014) 
menemukan hubungan bahwa corporate governance yang baik 
berhubungan dengan kinerja yang lebih pada baik pada masa kini 
dan masa yang akan datang. Penerapan dan pelaksanaan corporate 
governance didukung oleh tiga (3) pilar utama yang diharapkan 
akan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan 
konsisten terhadap peraturan perundang-undangan, 3 pilar tersebut 
yaitu negara, dunia usaha , dan masyarakat. Dalam peraturan 
BAPEPAM LK X.K.6 Lampiran Kep-134/BL/2006 mengenai 
kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau 
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perusahaan publik No.2 poin g dijelaskan tentang Tata Kelola 
Perusahaan (Corporate Governance). Laporan tahunan wajib 
memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan 
yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode 
laporan keuangan tahunan terakhir. (Santoso, 2014) 
Teori-teori yang berhubungan dengan corporate governance 
diantaranya ada dua, teori yang pertama adalah agency theory yang 
menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang 
mendelegasikan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima 
pendelegasian tersebut (agen/direksi/manejemen). Dalam agency theory 
ada beberapa asumsi dasar yang menjadi dasar yaitu : yang pertama  
Agency Conflict yaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari manajemen 
melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat 
mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh return 
dan nilai jangka panjang perusahaan. Dan yang kedua Agency problem 
yang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara kepentingan pemegang 
saham sebagi pemilik dan manajemen sebagai pengelola. 
Teori yang kedua, stewardship theory merupakan harmonisasi 
antara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (steward) 
dalam mencapai tujuan bersama tetapi secara implisit merefleksikan 
bagaimana akuntansi membangun sebuah dasar kepemimpinan dan 
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hubungan antara shareholder dengan manajemen, atau bisa jadi antara top 
management dengan jajaran manajemen lain di bawahnya dalam sebuah 
organisasi perusahaan. Stewardship theory dapat dibangun diatas filosofi 
mengenai sifat dasar manusia bahwa pada hakekatnya manusia itu dapat 
dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki 
integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. (Santoso, 2014) 
2.1.8 Struktur Kepemilikan (ownership structure) 
Pengelolaan perusahaan yang semakin dipisahkan dari kepemilikan 
perusahaan merupakan salah satu ciri perekonomian modern, hal ini sesuai 
dengan agency theory yang menginginkan pemilik perusahaan (principal) 
menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada  tenaga professional (agent) 
yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis. Tujuan dipisahkannya 
pengelolaan dan kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik memperoleh 
keuntungan maksimal dengan biaya yang efisien. 
Haryono (2005) dalam Aulia (2016) memberikan definisi mengenai 
struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan (ownership structure) merupakan 
komposisi modal antara hutang dan ekuitas termasuk juga proporsi antara 
kepemilikan saham inside shareholders dan outside shareholders 
Ada beberapa karakteristik kepemilikan perusahaan, antara lain 
kepemilikan menyebar dan kepemilikan terkonsentrasi. Struktur kepemilikan 
yang menyebar membuat pengendalian dari pemilik cenderung lemah karena 
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lemahnya pengawasan. Hal ini terutama bagi para pemegang saham minoritas. 
Mereka kurang tertarik untuk melakukan pengawasan karena akan 
menanggung biaya pengawasan atau manfaat yang akan diterima lebih kecil. 
Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memberikan insentif bagi para 
pemegang saham untuk melakukan pengawasan pada tindakan manajer agar 
sesuai dengan kepentingan pemilik. Ini merupakan salah satu keuntungan dari 
kepemilikan yang terkonsentrasi. Namun demikian, kepemilikan yang 
terkonsentrasi dapat juga menimbulkan kerugian bagi nilai perusahaan karena 
suara pemegang saham minoritas kalah dalam pengambilan keputusan 
strategis meskipun terkadang keputusan tersebut lebih tepat, Rofiqoh dan 
Jatiningrum (2004) dalam Haryono (2005) dalam Aulia (2016) 
Kepemilikan yang terkonsentrasi juga menimbulkan kerugian lain 
yaitu pemegang saham dominan menanggung risiko bisnis dan biaya 
pengawasan sendiri, Haryono (2005). Dalam penelitian ini, struktur 
kepemilikan yang diuji adalah kepemilikan saham keluarga, kepemilikan 
saham institusional, dan kepemilikan saham asing . 
2.1.9 Struktur Kepemilikan Keluarga 
Menurut Andres (2006) dalam Aulia (2016) kepemilikan keluarga 
diklasifikasikan sebagai perusahaan keluarga dimana sahamnya minimal 25% 
dimiliki oleh keluarga tertentu atau jika kurang dari 25% terdapat anggota 




Sedangkan Morck dan Yeung (2004) dalam Aulia (2016) 
mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai meliputi perusahaan yang 
dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah 
lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan 
mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya. 
Dalam penelitiannya, Arifin (2003) dalam Aulia (2016) 
mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, 
atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik 
dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik 
atau perusahaan tanpa pengendali utama. 
2.1.10 Struktur Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 
pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, 
dana perwalian, serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et.al. (2006) 
dalam Aulia (2016)). Beiner et.al., (2003) dalam Jama’an (2008) dalam Aulia 
(2016) berpendapat bahwa kepemilikan institusional adalah persentase hak 
suara yang dimiliki oleh institusi. Menurut Rahmy (2013) dalam Aulia (2016) 
kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan 
besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga 
biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab kepada divisi tertentu untuk 
mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara 
34 
 
profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian 
terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan. 
Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan 
mempengaruhi kebijakan meminimalkan pajak perusahaan. Sehingga 
kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan 
pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pihak 
institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham 
lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang 
lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang 
merugikan para pemegang saham. Semakin besar  kepemilikan institusional 
maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap 
perusahaan. Pemegang saham secara wajar untuk melindungi investasi mereka 
dalam perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer 
yang oportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung 
antara manajemen dan pemegang saham. 
2.1.11 Struktur Kepemilikan Asing 
Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang 
dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian bagiannya 
yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan 
pihak yang dianggap concern terhadap peningkatan good corporate 
governance (Simerly & Li, 2001; Fauzi, (2006) dalam Aulia (2016)) Menurut 
Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing 
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adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah 
asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. 
Perusahaan multinasional atau kepemilikan asing melihat keuntungan 
legitimasi berasal dari para stakeholdernya, dimana secara tipikal berdasarkan 
home market (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi 
yang tinggi dalam jangka panjang (Barkemeyer, (2007) dalam Aulia (2016)). 
Kepemilikan asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam ya itu 
kepemilikan saham (trade) danpenambahan anak cabang (ownership). Ada 
beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan asing harus 
memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak 
memiliki kepemilikan saham asing (Susanto,1992 dalam Angling, (2010) 
dalam Aulia (2016)) sebagai berikut : 
a. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam 
bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri 
b. Perusahaan tersebut mungkin punya sistem informasi yang lebih 
efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan 
induk. 
c. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis 
asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum 
2.1.12 Return On Aset (ROA) 
Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat 
mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA 
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menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan 
menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari 
pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan 
dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Tingkat 
profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena 
semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang 
lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih 
rendah.(Derazhid dan Zhang, (2003) dalam Darmawan dan I Made (2014). 
Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan 
tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban 
pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil 
memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak 
yang lain (Darmadi, (2013) dalam Darmawan dan I Made (2014).  
ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak 
penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. semakin tinggi ROA semakin 
tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin tinggi pengelolaan aktiva 
perusahaan. Hal tersebut akan menyebabkan perencanaan pajak perusahaan 
yang mantap sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga 
kecendrungan melakukan penghindaran pajak akan menurun. Pengukuran 
kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang  
diinvestasikan dari keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah 
37 
 
rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai 
seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan. ROA yang 
negative disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negative (rugi) pula. Hal 
ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara 
keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang 
memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan teks avoidance karena mampu 
mengatur pendapatan dari pembayran pajaknya (Maharani dan Ketut 2014 ) 
2.1.13 Ukuran Perusahaan  
Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat 
menunjukkan kondisi atau karakteristik perusahaan dimana terdapat beberapa 
parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar kecilnya) 
perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi perusahaan, total penjualan 
perusahaan yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas seperti 
perusahaan, total penjualn perusahaan yang dicapai oleh perusahaan dalam 
suatu periode, jumlah aktiva yang dimiliki perusaahaan dan jumlah saham 
yang beredar (Sonya (2009) dalam Nurpadhila, 2016) 
Dalam penelitian dilakukan oleh surbakti 2012 dalam Nurpadila 
(2016) menurut penelitian sebelumnya ada 2 teori yang digunakan sebagai 
dasar analisis pengaruh perusahaan terhadap TPE yaitu  
a. Teori biaya politik ( political cost ) teori ini menyatakan bahwa tingkat 
fasibilitas yang tinggi dari perusahaan besar dan sukses menyebabkan 
mereka menjadi korban peraturan dan transfer kekayaan, karena pajak 
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merupakan salah satu elemen biaya politik yang dilahirkan oleh 
perusahaan. Sehingga perusahaan besar akan cenderung memiliki TPE 
yang besar zimerman dan watts 1983 dalam lestari 2010 contohnya 
adalah ketika suplei minyak mentah diamerika terbatas dan harga 
meningkat, pemerintah merespon dengan mengenakan pajak khusus 
untuk menarik kelebihan laba tersebut (scott, 2009 dalam lestari 
2010). 
b. Kebalikan dari teori pertama teori kekuasaan politik menyatakan 
bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk 
mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka termasuk 
perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapai 
penghematan pajak yang optimal (Siegfried 1972 dalam gupta dan 
newberry 1997). 
Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya 
yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari 
utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan 
menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku 
agresif atau patuh (Maria dan Kurniasih, 2013). Semakin besar ukuran 
perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam 
hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam 
perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar 
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dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk 
melakukan pengelolaan pajak.Sumber daya manusia yang ahli dalam 
perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. 
Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban 
pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 
dalam Darmadi 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh 
perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang 
dapat dikelola oleh perusahaan. (Darmawan dan I Made, 2014) 
2.2 PAJAK DALAM PANDANGAN ISLAM 
Menurut Soemitro, dalam Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak 
Pendapatan merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan 
kekayaan dari sector partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang 
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat 
ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (rahayu dan 
suhayati : 2010 :1) 
Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan nama Al-Usry atau Al-
Maks, atau bisa juga disebut Adh-dharibah, yang artinya adalah “pemungut yang 
ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau sesuatu ketika disebut Al-
Kharaj, akan tetapi Al-Kharaj bisa digunakan untuk pungutan-pungutan yang 
berkaitan dengan tanah secara khusus. Pandangan Islam tentang pemungutan 
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pajak sudah cukup lama diperbincangkan terutama dalam diskusi-diskusi di 
media internet dalam komunitas perpajakan di Indonesia. Hal yang utama 
diperbincangkan dan dikupas adalah tentang bagaimana hukum haram atau 
halalnya pajak dipungut dalam prespektif Islam (Widodo, 2010: 75). 
Adapun hukum pajak dan pemungutannya menurut islam yaitu secara 
umum dijelaskan dalam al-quran surat an nisaa’ ayat 29 yaitu : 
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu
[287]
; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”. (Q.S an nisaa’ ayat 29) 
Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 
sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan 
yang batil (jalan yang tidak benar) untuk mengambil harta sesamanya. 
Dikarenakan pajak merupakan iyuran yang dapat dipaksakan (sesuai dengan UU 
perpajakan yang berlaku) untuk kepentingan negara.  
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Selain itu Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan bagaimana azab 
bagi pemungut pajak dalam hadistnya, yang diriwayatkan oleh Ahmad 4/109, 
Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7  
َّ ِنإ ََّبِحاَص َِّسْكَمْلا ِىف َِّرا نلا 
“Sesungguhnya pelaku/ pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 
4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7] 
Dari hadist diatas dijelaskan bahwasanya pelaku atau pemungut pajak 
akan diazab oleh di neraka.   
Selain itu dalam surat At-Taubah ayat 41 juga di jelaskan tentang masalah 
pajak yaitu yang berbunyi :  
 
 
Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun 
berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang 
demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya (QS.At-Taubah: 41)  
Dalam surat At-Taubah ayat 41 diatas dijelaskan bahwa allah 
memerintahkan kepada kita untuk selalu berjihat dengan harta dan diri sendiri 
dijalan allah. Karena itu lebih baik untuk kita.  
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Disisi lain pajak juga diperbolehkan dalam Islam. McGee (dalam Widodo, 
2010: 78) menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam Islam adalah sesuatu yang 
bersifat sukarela. McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya 
bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan 
yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
Adapun dalam Fiqih Islam telah menegaskan bahwa pemerintah memiliki 
kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak 
mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintah. Hak negara untuk 
mengingatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh 
sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqih (Widodo, 
2010: 78). 
2.3 PENELITIAN TERDAHULU  
Penelitian tentang penghindaran pajak ini telah banyak di lakukan oleh 
peneliti sebelumnya seperti diantaranya : 
Table 2.1 
No  Peneliti / 
Tahun  





































deferex tax tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 




















































































4.  Aulia, 
2016 
Pengaruh koneksi 




pajak (studi pada 
perusahaan go 
public no 





































2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
1. Pengaruh kompesasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap 
penghindaran pajak 
Kompensasi merupakan komponen yang berperan besar dalam 
perusahaan. Kompensasi bekerja seperti dua sisi mata uang, disatu sisi 
kompensasi dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan, di sisi lain 
kompensasi dapat menjadi bagian dari masalah keagenan itu sendiri 
(Bebchuck dan Fried, 2003). Kompensasi mengatasi masalah keagenan 
melalui dua fungsi utamanya. Pertama, kompensasi digunakan sebagai alat 
untuk memotivasi manajemen agar menjalankan tugasnya dengan niat baik 
sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Anderson dan Bizjak, 2003). 
Lalu yang kedua kompensasi juga digunakan pemegang saham sebagai alat 
insentif untuk mendorong manajemen agar bekerja lebih baik atau sebagai 
rewardatas hasil kinerjanya (Brunello et al. 2001 dalam Bebchuck dan Fried, 
2003).  
Banyak Penelitian sebelumnya yang menemukan beragam pengaruh 
dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak, seperti Rego dan 
Wilson (2008), Minnick dan Noga (2010), Armstrong, et al. (2012), dan Rego 
dan Wilson (2012) dalam Santoso (2014) menemukan adanya hubungan 
positif antara kompensasi dengan penghindaran pajak perusahaan. Dan juga 
penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2014) menemukan jumlah 
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kompensasi gaji dewan komisaris dan dewan direksi pengaruh positif dan 
signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Minnick dan Noga (2010) dan Rego dan Wilson (2012) dalam Santoso 
(2014) menggunakan ukuran kompensasi saham dan opsi saham yang 
diberikan kepada eksekutif, sedangkan Rego dan Wilson (2008) dan 
Armstrong, et al. (2012) dalam Santoso (2014) menggunakan ukuran total 
kompensasi, yang terdiri atas jumlah gaji, bonus, pembayaran insentif jangka 
panjang, saham, dan opsi saham, dan jumlah lain yang diberikan kepada 
eksekutif. Dengan adanya komponen saham dan opsi saham, manajer akan 
memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yang lain. Manajer akan 
menggunakan waktu dan upaya untuk melakukan pengindaran pajak, demi 
memperbesar kekayaan perusahaan. Dengan demikian pemberian kompensasi 
terhadap dewan direksi selaku manajer perusahaan dan dewan komisaris akan 
memberikan motivasi kinerjanya yang akan memberikan laba yang besar 
untuk perusahaan yang tentunya juga akan membayar pajak yang besar, 
dengan begitu akan mendorong tindakan penghindaran pajak yang dilakukan 
oleh perusahaan tersebut. Jadi dari uraian diatas hipotesis yang dapat diambil 
adalah : 
H1 : jumlah kompensasi dewan komisaris independen dan dewan direksi 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak   
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2. Pengaruh persentase komisaris independen terhadap penghindaran 
pajak 
Teori keagenan menyatakan bahwa bahwa semakin besar jumlah 
komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa 
memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-
tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa 
komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi 
dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku 
oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, (1976) dalam Santoso (2014) 
Dalam penelitian Minnick dan Noga (2010) dalam Santoso (2014) 
menjelaskan bahwa adanya nilai positif terhadap nilai perusahaan setelah 
pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta 
memberikan pendorong yang signifikan dari kinerja bottom line. Komisaris 
independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan 
menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari 
tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi equity 
mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme 
pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan 
komisaris (Mangel dan Singh,1993) dalam Santoso 2014). Hasil penelitian 
yang dlakukan oleh Gusti (2014) menunjukan bahwa persentase komisaris 




Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen akan 
memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan 
pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan, yang tentunya 
akan berusaha melakukan pengurangan pajak yang seharusnya dibayarkannya, 
dengan begitu maka hipotesis yang diajukan : 
H2 : persentase komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak  
3. Pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak 
Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu 
mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan 
pemegang saham (Faisal (2005) dalam Aulia (2016)) 
Untuk menentukan apakah tindakan penghindaran pajak (tax 
avoidance) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada 
perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau 
kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen 
perusahaan (family owners) atau pihak manajer dalam perusahaan non-
keluarga. 
Penelitian Chen et al.(2010)  dalam Aulia (2016) yang dilakukan 
untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan 
pajaknya daripada perusahaan non-keluarga, menunjukkan bahwa pada 
perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 Index (1996-2000), 
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perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil 
daripada perusahaan non-keluarga, family owners lebih rela membayar pajak 
lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi 
kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Dan 
dalam penelitian yang dilakukan Aulia (2016) menunjukan hasil bahwa 
kepemilikan keluarga memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap 
penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI.  
Dengan demikian semakin tinggi kepemilikan keluarga yang dimiliki 
suatu perusahaan semakin rendah kecenderungan tindakan penghindaran 
pajak. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang akan diuji adalah : 
H3 : Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
4. Pengaruh struktur kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak 
Keberadaan kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan 
mendorong peningkatan pengawasan supaya lebih optimal terhadap kinerja 
manajemen dalam perusahaan, itu dikarenakan kepemilikan saham mewakili 
suatu sumber kekuasaan yang digunakan sebagai sarana pendukung atau 
sebaliknya terhadap kinerja perusahaan. Investor institusional dapat 
melakukan pengawasan bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.  
Menurut (Shleifer dalam Aninisa (2009) dalam Aulia (2016)) dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran 
penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer 
sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk 
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meminimalkan tindakan tax avoidance. Kepemilikan institusional berperan 
penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dan dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2016) menunkan bahwa kepemilikan 
institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang 
dilakukan perusahaan 
Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin 
besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan 
meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan.Dengan 
demikian semakin tinggi kepemilikan institusional yang Dimiliki suatu 
perusahaan semakin rendah kecenderungan tindakan penghindaran pajak. Dari 
uraian diatas, maka hipotesis yang akan diuji adalah : 
H4 : Struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan 
penghindaran pajak 
5. Pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak 
Kepemilikan asing dianggap dapat mendorong perusahaan untuk 
menerapkan standar corporate governance yang lebih tingi dan proteksi pada 
pemegang saham minoritas yang lebih baik (Khanna dan Palepu, (2000) 
dalam Aulia (2016), sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan asing 
dalam perusahaan publik dapat mengurangi tindakan tax avoidance. 
Kepemilikan asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu 
kepemilikan saham (trade) dan penambahan anak cabang (ownership). 
Adapun beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan 
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asing harus memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang 
tidak memiliki kepemilikan saham asing (Susanto, 1992 dalam Angling, 
(2010) dalam Aulia (2016)) sebagai berikut : 
1. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam 
bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri.  
2. Perusahaan tersebut mungkin punya system informasi yang lebih 
efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan 
induk.  
3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis 
asingdari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2016) menunjukan 
bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 
yang dilakukan oleh perusahaan.  
Dengan demikian semakin tinggi kepemilikan asing yang dimiliki 
suatu perusahaan semakin rendah kecenderungan tindakan penghindaran 
pajak. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang akan diuji adalah : 
H5: Struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
6. Pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak 
Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 
(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. (Kasmir, 
2008 : 201) Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan 
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hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return 
On Asset (ROA) merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen 
dalam mengelolah investasinya. Di samping itu hasil pengembalian investasi 
menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal 
pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah (kecil) rasio ini semakin 
kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk 
mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 
Dalam penelitian Maharani dan Ketut (2014) ROA menggambarkan 
kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan laba, dimana semakin 
tinggi ROA perusahaan maka semakin baik juga pengelolaan aktiva 
perusaahaan tersebut. ROA ini dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dan 
pngenaan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak badan. pengukuran 
kinerja dengan ROA menunjukan kemampuan dari modal yang di 
investasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Pada 
Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan 
yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan)akan dikenai pajak penghasilan. 
Dengan begitu semakin besar penghasilan seorang wajib pajak semakin bsar 
pula keuntungan yang didapat, maka semakin besar pajak yang harus 
dibayarkannya. Dan hasil penelitian Maharani dan Ketut (2014) menunjukan 
ROA berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Sedangkan 
penelitian Darmawan dan I Made (2014) menunjukan ROA berpengaruh 
terhadap Penghindaran pajak. Ini artinya perusahaan yang memiliki ROA 
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yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengelolaan 
aktiva yang baik, pengukuran kinerja dengan ROA menunjukan kemampuan 
dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 
menghasilkan laba. Sedangkan pajak yang yang harus dibayarkan tergantung 
dari laba yang diperoleh. Semakin baik ROA Semakin tinggi laba yang 
didapat perusahaan dan semakin tinggi juga pajak yang harus dibayarkan dan 
akan mendorong terjadinya penghindaran pajak. Jadi dari uraian diatas 
hipotesis yang dapat diambil adalah : 
H6 : ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak  
7. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak 
Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat 
diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: 
total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran 
perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large 
firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). 
Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset 
perusahaan.(Sawir,2004 : 101) 
Penelitian yang dilakukan Ardiansya dan Zulaika (2014) dalam 
Nurpadila (2016) menunjukan hasil, semakin besar total asset yang dimiliki 
perusahaan semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. semakin besar 
asset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah prduktifitas. Produktifitas 
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ini yang akan menghasilkan laba yang meningkat, yang nanti akan 
mempengaruhi tingkat pembayaran pajaknya, Semakin besar ukuran 
perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersbut untuk mengatur 
perpajakannya Surbakti (2012) dalam Nurpadila (2016). Dan  dalam 
penelitian Nurpadila (2016) itu sendiri memberikan hasil ukuran perusahan 
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Jadi dari uraian diatas 
hipotesis yang dapat diambil adalah : 
H7 : ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
2.5 DESAIN PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk 
kausalitas (causative). Penelitian kausalitas di lakukan untuk mengetahui 
hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Objek dalam penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur sub sektor farmasi (pharmaceuticals) yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.  
Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis (hyphotesis testing study) 
yaitu menjelaskan sifat dari hubungan tertentu atau juga bisa menetapkan 
perbedaan antara dua faktor independent atau lebih dalam sebuah situasi (Sekaran 
:2006) dalam Annisa (2011) 
Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas Maka kerangka pemikiran dari 
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